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Pada awal Oktober 1995, Pemerintah memperkenalkan skim kredit baru yang diperuntukkan bagi pengusaha
kecil yang diberi nama Kredit Kelayakan Usaha atau disingkat KKU. Sesuai dengan namanya, dasar
penilaian pemberian kredit ini dititikberatkan pada kelayakan usaha penerima kredit, dan bukan
dititikberatkan pada ada atau tidak adanya agunan tambahan. K ebijakan mengenai pemberian kredit yang
menitikberatkan penilaian pada kelayakan usaba penerima kredit sebenamya bukanlah merupakan hal yang
baru dalam dunia perbankan. Sebut Sgja KIK/KMKP yang dikeluarkan Pemerintah pada akhir tahun 1973.
Dalam prakteknya kredit jenisini ternyatatidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena kalangan
perbankan pada saat itu merasa kesulitan untuk memberikan kredit kepada pengusaha kecil dengan hanya
menilal faktor kelayakan usahanya sgja tanpa mempunyai sesuatu yang layak untuk dapat dijadikan sebagai
jaminan pengembalian kreditnya. Terlebih lagi dalam Undang undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-
pokok Perbankan pasal 24 dinyatakan secara tegas bahwa bank tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada
siapapun juga Pandangan perbankan mengenai pentingnya aspek jaminan dalam setiap pemberian kredit
mengalami perubahan setelah dikel uarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok
Perbankan yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1967, dimana dalam pasal 8 dinyatakan bahwa dalam
memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur
untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Isi dari ketentuan pasal 8 ini sangat
memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai |andasan hUkum yang kuat bagi berlakunya ketentuan skim
KKU, dimana aspek watak, kemampuan serta prospek usaha debitur menjadi dasar penilaian yang lebih
diutamakan daripada penilaian terhadap aspek jaminan. Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan
sektor usaha kecil secara optimal dengan cara memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan
akses ke dunia perbankan, patut kita harus dan sudah selayaknyalah mendapat dukungan dan pematian dari
semua pihak terutama pihak perbankan. Dengan demikian sektor usaha kecil diharapkan dapat Iebih
memberikan kontribusinya bagi kemajuan perekonomian nasional.
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